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ABSTHAK

Dulam menjulankan vsahanva, pengusaha keeil di sekior  petemakan ayvam
pedeging banyek menpalami keterbatasan. Keterbatasan vang dislami adufah kurameny
manajemen dan profesionalisme, kumngnya akses permodalan, teknologh, teritama
quringzm pemasaran. Seloh sat vpaya dalam memecahkan masalal keterbotsan i
melalui suatu bentuk hubungan  yang dinamakan hubungan kemitragn. Hubungan ini
mengpunakan pola kemitmoan inti plasma. Dalam  pelaksanaannva, tidak  terutep
kemungkinan terjadinya ketidakseimbangan  kedudukan dan pembelokan arah tujuan,
Tujuan program kemitraan adalah membangun hubungan timhal balik vang saling
meneuntunpkan antare perusithean inti dengan plasma, Dalam  kenvatwannye, justro
plasma sering menjadi sasaran cmpok pemeragan oleh perusahaan induknya, Terjadina
ketidakseimbangan tersebul menumbuhkan soato perlindungan hukem terhadap plasma
{petemak). Perlindungan vang sengat penting adalal masalah perunjian kemitaraannya.
Fada penelitian ini dibahas mengenar kedudukan dan hobungen hukum peternak ayam
pedaging dan perusahaan pengelola dalem perjanjian kemitraan inti plasma. apakah pola
hubungan hukuwm kemitraan antara petermak avam pedaping dengen perusahaan pengelola
dapat memberikan perlindengan hukum bapr peternak avam padaging, dan upava-upiyu
yung ditempuh dalam melindongi peternak ayam pedaging di kot Padang. Dalam
penulisan skripsi ini. penulis mengumpulkan data melalui penelitian kepustikoan dan
penelitiun lapangan, kemudisn menganalisa hasil penelitian secara kuoalitatif dengan
mengguneken metnde deskriptif. Dalam penulisannya. penulis menggunakan pendekatan
vuridiz=  sosiologis  artinya penulis melihat  penerapan  peraluran-peraturan yang
berhubungan dengan nsaha kecil, kemitragn inti plasma dengan kenvatann dan fakia-fakta
wang ditemui di lapangan, Can hasil penelitiann, pola kemitman vang cenderung dipakai
oleh peternak ayam pedaging adulah pola kemitraan inti plasma, Pola ini terdici dari tioa
komponen yaitu, pihak plzsma (peternak). pihak il (perusahzan penpelola), dan
pemerintah {Dinas petemakon Provinsi/Kabupaten/Kota). Pihak int bertanggungjawsh
terhadep pengedaan DOC ¢(Day (0 Child), obat-obatan, pakan, dan pemibinain
pelaksanaan budidaya avam pedaging sertn membantu manajemen usaha peternab.
Peternak sebapei plasma menvediakan zarana perkandanpgan, melakukan pemeliherazn,
dan mentaati aturan yang telah ditetapkon bersama. Pemerintah berperan sebagai
pendorong dim pembinag untuk terciptanys kelancaran kemitraan usaha vang sehot dan
dinamis. Perusahaan pengelola mempunyai kedudukan yang lebih kuat dibandingkan
dengan piliak plasma, karena inti sebagai penvedio modal bagi plasma. Hubungan hukum
vang terjadi antary perusahaan pengelolz dengan peternak avam dapat diklesifikasikan
schagal hubungan jual beli secara Khusus, Kekhususan it ferletak pada peralihan
kedudukan hukum dan peralihun hak milik. Sctelah melilar kedudukan dan hubunoan
tukum dalam perjanjian kemitraznnya, teriyata hubungan kemitraan helum dapat
melindungi peternak ayam selaku plasma baik dari pra produksi sampai peda pasca
oroduksi. Upaya-upava yang dilakukan unmek melindungt petemak adalah meningkatkan
sesgtaraan petemak ayam dan meningkatkan peranan pemerintah meliputi pembinaan,
simbingan teknis, pengawasan. pengendalian, dan monitaring,



BABR 1

PENDAFULIUTAN

A, Latar Belakang Masalah

Usaha kecil merupakan bagizn dari usaha nasional yang mempunyai
kedudukan, potensi, dan peran strategis dalam mewnjudkan pembangunan
nasional.  Lsahe  kecil  harus terus  dikembangkan  dengan semanga
kekelusrgaan, saling isi mengisi, saling memperkuatl sntara usaha kecil dan
besar dalam  rangka pemcerataan. serta mewujudkan  kemakmuran  vang
sehesar-hesarnya bagi seluruh rakyat Indonesia, Untuk mewujudkan tujuan
lersehut, pemerintah dan masyarakat harus saling bekerjasama, Masyarakat
schagai pelaku wama pembangusan, sedangkan pemerintah berkewajiban
untuk mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan iklim
usgha. Dengan demikian kemampuan usaha keeil dari wakiu ke wakiu perlu
diperhatikan,  karena  schagian  besar penduduk  Indonesia  hidup, don
menggantungkan diri dari sektor ini.'

Lsaha Kecil yang ada dalom ekonomi rakvat di Indonesia beraneka
ragam bentuknyva. Bentuk-bentuk dan jenis usaha kecil vang terdapat dalam
kchidupan masyarakat. orang dapat memilih diantzranya. Salah satunya adalah
usaha kecil di sektor peternakan avam pedaging,

Usaha kectl di sektor petemakan ayam pedaging merupakon salah satu

fenis usaha kecil vang dilakukan oleh sebagian besar penduduk [ndonesia.

" hispewewew damandin or id filedsralmathak nmnsdpringkzan par



Lisaha ini sefain banyak dilakukan di pulou Jawa jugs banvak dilakukan di
kota Padang.

Dalam menjalankan usahanva, penpusaha kecil di seklor ini bunynk
mengalami keterbatasan. Pada wmumnya keterbatasan yang dialami odaluh
kurangnya kemampuan manajemen dan profersionalisme, terbotasnva okses
terhadap permodalan, teknologi, lenstama jaringan pemasaran. Masalah-
masalah tersebul menempatkan peternak avam pedaging dalam kesdaan yang
sulit. Salah satu upaya yang tepatl dalam memecabkan masalah keterbatasan
ini adalah melalui suatu bentuk hubungan kerjasama vang dinamakan dengan
hubunzan kemitraan.

Hubuegan kemitraan dapat diwyjudkan dengan pemberian stimulan
atau ransangan oleh usaha besar tanpa ada unsur permaksaan atae pamrih
terhadap pengusaha kecil yang dibante. Kemitraan usaha vang baik adalab
usaha bBesar mampu memberikan bantuan dalam alih teknelogi, manajemen.
dan kesempatan herusaha secars wajar kepada usaha-vsaha kecil yang lemah.’

Pengaturan mengenal kemitraan sampai saat ini masih mengeunakan
dasar atsy pijakan hukum produk orde baru, vaitu Undang-undang Nomor 9
Tahun 1995 tentang Lsaha Keecil. Peraturan Pemerintah Noemor 44 Tahun
1997 tentang Kemitraan, keputusan Presiden Republik Indenesia Nomor 99
Tahun 1998 tentang Bidang atau Jenis Usaha Kecil dan Bidang atau Jenis
Usaha yang Terbuka untuk LUsaha Menengah atau Useha Besar dengan Syarat

Remitraan, Pasal 1 angka (8} Undang-undang Nomor 9 Tahun 1993 entang

" Makammad Jafar HaFsah, 2000, Kanreage Ui, Fustaka Saoar Flazapan, Jakarsa, him 4
! Tepuh Solistia, 2006 Jdawes Makuer O Koo drlom Eionnes Serabvanar, Adsdnlos
Unoversiny Fress, Badang. lilng 449,



L'saha Kecil menvebulkon pengerian dari Kemiteoan. Kemitrsan adalah
kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah alau dengan besar
disertai pembingan dan pengembangan olel usaha menengah atau vsaha besas
dengan memperhatikan prinsip-prinsip saling memerlukan, saling memperkuat
dan saling menguntungkon.
Kemitraon usaha ini dapat dilakukan atas bermacam bentuk pola, Pasal

27 Undang-undang Nomor % Tahun 1993 tentang Usaha kecil menvatakan
bahwa kemitraan dapat dilaksanakan dengan pola:

a.  Int plasma

k. Subkantrak

¢. Dagang umum

d. Waralaha

¢, Keagenan, dan

I Bentuk-bentuk lainnva,

Dalarm Kemitraan antara petemak ayam pedaging dengan perusahaan
pengelold atau inti di kota Padang, penulis lebib menitikberatkan pada pola
kemitraan inli plasma. Pola kemitraan inti plasma di dalam penjelasan Pasal
27 hurul (o) Undang-undang Nemor 9 Tahun 1995 tentang saha Keeil bahwa
inti plasma merupakan hubungan kemitezan antars usaha kecil dengan usaha
menengan atan usaha besar, vang di dalamnya usaha menengah atau usaha
besar herindak sebagai inti dan wsaha kecil selaka plasma, perusahaan inti
melaksanskan pembinsan mulai dari penvedisan sarana produksi, bimbingan

teknis sampai dengan pemasaran hasil produksi,



secara  garis  besar perusahaan inti bertanggungjawab  erhadap
pengadaan DOC (Dav 00 ORI, obat-obatan,  pakan.  pembinaan
pelaksanaan budi dava ayam. dan membanty manajemen usaha peternak.
Peternak ayam sebagai plusma menyediakan sarana perkandangan, melakokan
pemeliharaan, dan mengikuti aturan vang telah diterapken bersama.”

D1 dalam pelaksanaon kemitrann pola inti plasma. perlu diperhatikan
peda kelembagasn antar mitra sehab kedudukan perssahaan intd lebih kual dan
dominan dibanding dengan  posisi plasma vang  lemah.  Kemampuan
manajemen, kekurangpahaman dalam pengetahvan hukum, dan permodalan
memang samgat rentan untuk menjadi korban dori perusahaan inti vang
mempunyai latar belakang lehih ko,

sehubungan dengan hal tersebut. maka tidak terlutup kemungkinan
terjadinya pembelokan aeal progeam bagi keuntungan industri besar i
sendirl. Tujuan semula dari program kemitraan adalah untuk membangun
hubungan timbak balik vang saling menguntungkan antara perusahaan inti
dengan plasma. Dalam kenyataannya, justru plasma vang sering menjadi
susaran empuk pemerasan oleh perusahaan induknyva. Tindakan-tindakan vang
sering dilakukan oleh perusahaan  inti antera lain dengan memateok harga
secara sepihak serla seensknys mempermainkan harga jual panen ayam yang

sudah siap dijual.

5 DOC Dy (4 Chifell adalah wstileh vang dipakai dofom perernakon ayvam pedaging
perfiulap sk wyvam vang berumor | kan,
* Wlaharmmml Jafar Elalkah, spesd, hbm. 120



BAR IV

PENUTLIP

A. Kesimpulan

HBerdasarkan  wralan  vang  telah  dikemukakan  dalam hab-bab

sehelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut -

I. Kedudukan  dan hubungan  hukum  antara  peternak  avam  denpan

perusthaan pengelola dalam perjanjian kemitraan.

.

Fedudukan antara peternak ayam dengan perusahasn pengelola dalam
perjanjian kemitraan.

Dalam kemitraan ussha peternakan avam pedaging terdapat 2
{dua) pihak yang terlibat waitu petermak avam dan perusabaan
pengelela. Pada dasarnya perusahaan pengelola berkedudukan sehapai
imti sedangkan pelemak ayam pedaging berkedudukan sebagai plasma,
Fada kemitraan ini, kedudukan perusahasn pengelola sebagai inli
sangat Kuat. Karena sebagal penvedia modal bagi plasma. Pelernak
dalam hal ini Banya sebapai penyedia sarana perkandangan. melakukan
pemeliharaan, doan melaksanakan  alwran vang telah  ditetapkan
bersama.
Hubungan hukum peternak ayam dengan perusahaan penpelola,

Hubungan hukum vang terjudi antara perusshaan pengelols
dengan peternak avam dapat diklasifikasikan sebagai hubungan jual

beli secara khusos, Kekhususan o terletak pada syaral tertent,



peralihan kedudukan hukum, dan peralihan hak milik. Pada mulanyva
perusahasn pengelola berkedudukan schagai penjunl sarana produksi
ternak (sapronak) [NOC (Day odd Child)obat-obatan, dan pokun
dengan ketentuan harga yang telah ditentukan perusahaan pengelala
dan kedudukan petani tembakau sebagai pembeli. Pada pasca produksi
terjaddi  peralihan kedudukan, perusabaan penpelola (inti)  beralil
kedudukannya  menjadi pembeli  hasil  produksi ava  pedaging
sedangkan peternak ayam beralih kedudukannya menjadi penjual hasil
produksi,

Dalam hubungan Kemitraan juga terjadi peralihan hak milik
secara semu, Hal ini dapac dilihat pada saar penyerahan DO,
walaupun peternak ayam telah nyata menguasai barang vang telah
dibelinya akan fetapi peternak ayam harus menggunakan barang
terschut sesuai dengan petunjuk yang telah ditentukan vleh perusahaan
pengelola,

2. Pola hubungan yang dilakukan antara peternak avam dengan peruasahaan
pengelola tersebut belum dapat memberikan perlindungan hukum hagi
peternak avam selaku plasma baik mulai dari pra produksi seperti dalam
pembuatan  perjanjian Kemitraan ssmpai pada pasca produksi yaity
penjualan atau pemasaran hasil produksi ayam pedaging. Hal ini dapat
dilihat dalam perjanjian kemitraan maupun dalam pelaksanaan perjanjian

kemitraan tersebul.
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